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PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Pbr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 26 Januari 1975, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan
Soekarno Hatta, RT 004, RW 003, Kelurahan
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 30 Desember 2000, agama
Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan
Soekarno Hatta, RT 004, RW 003,Kelurahan Sidomulyo
Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Januari 2021
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor
226/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon yang bernama Nurmailis bin Bachtiar (Alm) dan Ayah
Termohon Ujang Asrul(Alm) bin Z. A. Dt Majo Urang (Alm) telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1997 di Koto Lamo,
Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan, Koto Baru-50 Kota,
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Pemohon
bernama Bachtiar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang
menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Labai Ismail dengan disaksikan
oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Ayah Termohon antara lain
yang bernama Baharudin Aban dan Biran Dt. Junjung (Alm);

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus belum menikah dalam
usia 21 tahun sementara Ayah Termohon berstatus Duda dalam usia 38
tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah
mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Ayah Termohon telah dikaruniai 2
(Dua) orang anak yang bernama:

- Raja Ali Hanafiah laki-laki, lahir pada tanggal 30 Desember 2000 di
Pekanbaru;
- M. Nur Arif laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2009 di Pekanbaru;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan
tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak
Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Termohon tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No.
3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan
melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan
Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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9. Bahwa Pemohon dan Termohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Ayah
Termohon (Ujang Asrul(Alm)) bin Z. A. Dt. Majo Urang(Alm)) yang
dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997 di Koto Baru;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan
penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di
persidangan;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 17 Februari 2021, telah
mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon secara lisan
terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secaralisan di
persidangan pada tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan
tetap dengan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dan memohon
agar pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon menyampaikan kesimpulan dengan menerima pencabutan

Permohonan Pemohon;
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Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan
Permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 17 Februari
2021 secara lisan di persidangan, karena akan merobah pihak Temohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah
Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon
sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
pencabutan Permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara,
maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang
menyatakan pencabutan Permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak
diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan
Permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonan
Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun
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1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum
dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/
PA.Pbr. dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp330. 000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru
dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari
2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriyah, oleh
Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha
dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj.
Rosnah Zaleha, dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Dra. Hj. Rosnah Zaleha Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.
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Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.
Panitera Pengganti,

td

Elpitria, S.H.l., M.H.
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00
1. Biaya panggilan Rp200.000,00
2. PNBP panggilan Rp 20.000,00
3. PNBP Pencabutan Rp. 10.000

4. Hak Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp330.000,00

(‘tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 17 Februari 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag
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